
4 Undang-Undang Nornor 32 Tahun 20J4 tentang Pemenntahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana tetan diubah 

3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 53. Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 4389); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, 
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886); 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 197 4 tentang Pokok-Pokok 
Kepeqawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) 
sebaqairnana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 
Tahun 1999, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran 
Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3890). 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dratas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang 
Lembaga Kemasyarakatan Desa. 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 Peraturan 
Pemenntah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran 
Negara Tahun 2005 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4587) 
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9. Peraluran Pemerintoh Nomor 79 Tahun 2005 lentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4593); 

8. Peraturan Pemerinlah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa 

(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 153, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4587); 

7 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Prov,nsi sebagai 

Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2952) telah diubah dengan 

Peraturan Pemenntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4737) ; 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan 

Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran 

Negara Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4681 ); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusal dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4422); 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2008 tentang Perubahan kedua alas Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4844), 
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8 Pemerintah Desa adalan Kepata Desa dan Perangkat Desa 

sebagai unsur penyelenggara Pemenntahan Desa 

7. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas­ 

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat setempat, berdasar1<an asal-usul dan 

adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem 
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

6. Kecamatan adalah wuayah keqa Carnal sebagai Perangkat 

Daerah Kabupaten Batu Bara. 

5. Sekretans Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batu 

Bara. 

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara 

2 Pemerintah Daerah adalah Bupatt atau Perangkat Daerah 

sebaqai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah. 

3 Bupati adalah Bupati Batu Bara. 

4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut 

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Batu Bara. 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

BABI 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

LEMBAGA TENT ANG PERA TU RAN DAERAH 

KEMASYARAKATAN DESA 
Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

BUPATI BATU BARA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA 

dan 

Dengan Persetujuan Bersama 
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16. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dan suatu kelompok 
masyarakat dengan kesadaran dan irusiauf sendm mengadakan 

ikhtrar kearah pernenuhan kebutuhan jangka pendek maupun 

jangka panjang yang dirasakar. dalam kelornpok masyarakat itu 

15. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh 

masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra 

Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat 

14. Kewenangan Desa adalah hak dan kekuasaan Pemerintahan 

Desa dalam menyelenggarakan rumah tangganya sendiri untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui 

dalam Sistern Pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia dan berada di daerah kabupaten. 

i 3. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang 

dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan 
lamnya bersama Kepala Desa. 

12 Dusun adalah baqian wilayah dalam desa yang merupakan 

flngkungan kerja pelaksanaan Pemenntahan Desa. 

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya 

disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan desa yang dibahas dan drsetuju: bersama oleh 

Pernerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan 
Desa 

Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan 

adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem 

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Badan dan 

10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD 

adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam 

penyelenggaraan Pemenntahan Desa sebagai unsur 

penyelenggara Pemenntahan Desa. 

. 4. 

Desa Pemerintah oleh pemerintahan 



a Menyusun rencana pembangunan secara partisipauf, 

Tugas Lembaga Kemasyarakatan sebaqarmana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat ( 1 ). rnehpun 

Pasal 5 

Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (1 ). mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa 

dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakal desa. 

Pasal4 

KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN KEGIATAN 

BAB Ill 

Tujuan pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah 

untuk mewadahi asprrasi dan partrsipasi dalam pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakal desa. 

Pasal 3 

(1) Di desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan. 

(2) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 

( 1 ) seperti : 

a. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa; 

b Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, 

c Kelompok Tani dan ld1n-la1n 

(3) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana 

dnnaksud pada ayat ( 1 ). dnetapkan dengan Peraturan Des a 

Pasal 2 

PEMBENTUKAN 

BABII 

17. Gotong royong adalah bentuk kerjasama maasyarakat yang 

bersifal spontan dan melembaga serta mengandung unsur­ 

unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga desa 

secara insidentil maupun berkelanjutan dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
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a. Peningkatan pelayanan masyarakat; 

b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan; 
c. Pengembangan kemitraan; 
d. Pemberdayaan masyarakat, dan 

e. Pengembangan kegiatan lain. 

Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa ditujukan untuk 
mempercepat terwujudnya kesejahteraan melalui. 

Pasal7 

a Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam 

pembangunan; 

b. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan 

masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan 

Republik Indonesia; 

c. Mernngkatkan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah 

kepada maasyarakat; 

d Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan 

;,engembangan hasil-hasll pembangunan secara partisipatif. 

e. Menumbuhkembangkan dan menggerakkan prakarsa, 

partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat; 

Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan 
g. Pemberdayaan hak politik masyarakat. 

Oalam melaksanakan tugas sebaga,mana dimaksud dalam Pasal 5 

Lembaga Kemasyarakatan mempunyai fungsi : 

Pasal6 

b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara 

dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif; 

c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong 

dan swadaya masyarakat; dan 
d Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam 

rangka pernberdayaan masyarakat. 
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a. Swadaya masyarakat; 

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa: 
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan/atau 

Anggaran Pendapatan dan Belarua Daerah Propinsi; 
d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah 

Kabupaten: dan 
e Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat. 

Dana kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa dapat bersumber 

dari: 

Pasal 11 

SUMBER DANA 

BAB V 

Hubungan kerja antara Lembaga Kemasyarakatan dengan 
Pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif. 

Pasal 10 

( 1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dipilih secara 

musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai 
kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam pemberdayaan 

masyarakat. 

(2) Susunan jumlah pengurus Lembaga Kemasyarakatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), disesuaikan dengan 

kebutuhan. 

Pasal 9 

( 1) Susunan organisasi Lembaga Kemasyarakatan Oesa 

ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Lembaga 

Kemasyarakatan Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati 

dengan memperhatikan kondist sosial budaya masyarakat. 

Pasal 8 

SUSUNAN ORGANISASI DAN PENGURUS 

BABIV 
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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2009 NOMOR 35 

Diundangkan di Lima Puluh 
Pada tanggal, 26 Mei 2009 

SEKRETARIS DAERAH ABUPATEN BATU BARA 

OK ARYA ZULKARNAIN 

ttd. 

Ditetapkan di Lima Puluh 
pada tanggal, 25 Mei 2009 

BUPATI BATU BARA 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan i:,engundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 

Oaerah Kabupaten Batu Bara. 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 14 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang 

mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dalam 

Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan 
Daerah ini. 

Pasal13 

Ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah 

ini menjadi Pedoman dalam penyusunan Peraturan Desa. 

Pasal 12 

KETENTUAN PENUTUP 

BABVI 
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Kemasyarakatan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar 

masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap 

perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa. 

memiliki makna bahwa tugas Lembaga Partisipasi dalam 

Sejalan dengan penyesuaian pengaturan mengenai desa dengan 

ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, maka perlu 

disusun pengaturan tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa. 

Pengaturan tersebut sejalan dengan perubahan Peraturan 

Pemerir,tah Nornor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan 

Mengenai Desa yang harus disesuaikan dengan Undang-UndangNomor 3 

Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-UndangNomor 32 Tahun 

2004 dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 

tentang Desa. 

Walaupun terjadi pergantian Undang-Undangnamun prinsip dasar 

sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai Lem bag a 

Kemasyarakatan Desa adalah tetap, yaitu keanekaragaman, partisipasi, 

otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. 

Keanekaragaman memiliki makna pembentukan Lembaga 

Kemasyarakatan Desa disesuaikan dengan asal-usut dan kondisi sosial 

budaya masyarakat setempat, hal ini berarti pembentukan Lembaga 

Kemasyarakatan Desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada 

masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistim nilai 

bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

'• 

I. UMUM 

LEMBAGA KEMASYARAKA TAN DESA 

TENT ANG 

NOMOR 35 TAHUN 2009 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA 

PENJELASAN 

ATAS 



Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) 

Cukup jelas 

Pasal 1 

Cukup jelas 
Pasal 2 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "dapat dibentuk"adalah didasarkan atas 

pertimbangan bahwa kehadiran lembaga tersebut sangat 
dibutuhkan oleh masyarakat, maksud dan tujuannya jelas, bidang 

kegiatannya tidak tumpang tindih dengan lembaga yang sudah 
ada. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Otonomi asli dmemiliki makna bahwa Lembaga Kemasyarakatan 

Desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan 

pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada 

masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif 

administrasi Pemerintahan Negara yang selalu mengikuti perkembangan 

zaman. 

Demokratisasi memiliki makna bahwa Lembaga Kemasyarakatan 

Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan 

pernbanqunan di desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang 

diartikulasi dan diagregasi sebagai mitra Pemerintah Desa. 

Pemberdayaan masyarakat memiliki makna bahwa Lembaga 

Kemasyarakatan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 

pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf 

hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan. program 

dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan 
masyarakat. 

Oleh karena itu perlu penetapan Peraturan Daerah mengenai 

Pengaturan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang disesuaikan dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dan sejalan dengan prinsip 

dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa. 
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Pasal6 

Cukup jelas 
Pasal7 

Huruf a 

Cukup jelas 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan "menumbuhkembangkan kondisi 

dinamis"adalah untuk mempercepat terwujudnya kemandirian 
masyarakat. 

Huruf c 

Yang dimaksud "menggerakkan dan mengembangkan 
partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat"adalah 

menumbuhkembangkan dan penggerakan prakarsa, partisipasi 

serta swadaya gotong royong masyarakat yang dilakukan oleh 
Kader Pemberdayaan Masyarakat atau sebutan lain. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan "melaksanakan, mengendalikan, 
memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan 

pembangunan secara partisipatif' adalah dengan melibatkan 

masyarakat secara demokratis, terbuka dan bertanggung jawab 

untuk memperoleh manfaat yang maksimal bagi masyarakat 
serta terselenggaranya pembangunan berkelanjutan. 

Pasal 3 

Cukup jelas 
Pasal4 

Cukup jelas 

Pasal 5 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan "menyusun rencana pembangunan 

secara partisipatif' adalah proses perencanaan pembangunan 

yang melibatkan berbagai unsur masyarakat terutama kelompok 
masyarakat miskin dan perempuan. 
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TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA NOMOR 10 

Pasal 10 

Cukup jelas 

Pasal 11 

Cukup jelas 

Pasal 12 

Cukup jelas 

Pasal 13 

Cukup jelas 

Pasal 14 

Cukup jelas 

Pasal8 

Cukup jelas 

Pasal9 

Ayat(1) 

Yang dimaksud dengan "mempunyai kemauan"adalah minat 

dan sikap seseorang untuk melakukan sesuatu kegiatan dengan 
sukarela. Yang dimaksud dengan "kemampuan"adalah 

kesadaran atau keyakinan pada dirinya bahwa dia mempunyai 

kemampuan, bisa berupa pikiran, tenaga/waktu. atau sarana 

dan material lainnya. Yang dimaksud dengan 

"kepedulian"adalah sikap atau perilaku seseorang terhadap hal­ 

hal yang bersifat khusus. pribadi dan strategis dengan ciri 

keterkaitan, keinginan dan aksi untuk melakukan sesuatu 

kegiatan. 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan "pengembangan kemitraan"adalah 

mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan, saling 

percaya dan saling mengisi. 

Huruf d 

Cukup jelas 

Huruf b 

Cukup jelas 
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